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Lampiran : -  

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja pada Pengadilan Militer 

Utama Tahun 2024 

 

 
 
Yth.  

Kepala Pengadilan Militer Utama 

Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 

DKI Jakarta 

 
 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-

hal berikut: 

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Militer Utama dimaksudkan untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 

b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang 

meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal.  

3. Pengadilan Militer Utama memperoleh nilai sebesar 75,75 atau BB (Sangat Baik). 

4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen 

manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut: 

 

No 
Komponen/Sub 

Komponen/Kriteria 
Bobot 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

2023 2024 

1 Perencanaan Kinerja 30,00 22,20 22,20 

2 Pengukuran Kinerja 30,00 22,50 23,10 

3 Pelaporan Kinerja 15,00 11,70 11,70 

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal 

25,00 18,00 18,75 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 74,40 75,75 

Predikat BB 

(Sangat Baik) 

BB 

(Sangat Baik) 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

No Catatan 

A.  Perencanaan Kinerja  

1. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART. 

2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai namun 

masih belum memadai. 

3. Penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi belum sesuai dengan 

Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 

2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022. 

B.  Pengukuran Kinerja 

1. Belum terdapat sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja terintegrasi 

(otomasi). Mekanisme pengumpulan data kinerja ditetapkan melalui SOP yang 

dilakukan secara manual. 

C.  Pelaporan Kinerja 

1. Dokumen laporan kinerja sudah setiap tahun dibuat akan tetapi laporan 

interim/triwulanan belum pernah dibuat. 

2. Dokumen LKjIP sudah direviu namun belum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah 

Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023. 

D.  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

1. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas telah dibuat, namun 

penyusunannya belum sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 

1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil 

Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022. 

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun masih kurang memadai. 

3. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam 

mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja namun masih kurang memadai. 

 

No Rekomendasi 

A.  Perencanaan Kinerja  

1. Agar kedepannya, dapat didukung dengan adanya kertas kerja analisa IKU 

SMART. 

2. Agar dapat dilakukan monev atas SOP sebagai bentuk upaya aktifitas yang 

dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai. 

3. Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan 

dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 

1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil 

Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022. 

B.  Pengukuran Kinerja 

1. Agar ke depannya, pengumpulan data kinerja dapat dibuatkan link yang berisi 

masing-masing nomor perkara sesuai dengan IKU yang disajikan dalam 

pengukuran capaian kinerja dan seluruh data kinerja dari masing-masing bagian 

dapat dihimpun dan dikelola secara elektronik (misalnya dengan menggunakan 

excel atau shared spreadsheet). 

C.  Pelaporan Kinerja 

1. Agar ke depannya dapat disusun dokumen laporan kinerja secara 

interim/triwulanan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



No Rekomendasi 

bagian keenam perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 19 tercantum bahwa 

pimpinan satuan kerja agar menyampaikan Laporan Kinerja berkala per triwulan 

(interim) kepada unit kerja masing-masing. 

2. Agar dokumen LkjIP dilakukan reviu dengan memperhatikan Surat Sekretaris 

Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak 

Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022. 

D.  Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

1. Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya 

memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 

tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung 

Tahun 2022. 

2. Agar unit kerja dapat memberikan narasi penjelas atau matriks pembantu tentang 

pembandingan kondisi peningkatan AKIP yang terjadi terhadap masing-masing 

kenaikan/penurunan nilai masing-masing komponen. 

3. Agar unit kerja dapat memberikan narasi penjelas atau matriks pembantu tentang 

pembandingan capaian IKU yang terkait terhadap masing-masing 

kenaikan/penurunan nilai masing-masing komponen. 

 

 

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer Utama tahun 

2024, agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai 

sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Militer Utama. Adapun tindak lanjut 

hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian 

laporan kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi seMAr 

(https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr). Terhadap unit kerja yang tidak 

menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

  

 Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

 Kepala Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung RI, 
Ditandatangani Secara Elektronik 

 

Suradi 
 

 

Tembusan: 

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; 

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. 
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No Rekomendasi LHE Tahun 2024 Permasalahan Rencana Aksi Tindak Lanjut Target
Waktu 

Pelaksanaan
Penanggung 

Jawab
Status/Progres 
Penyelesaian

Link Bukti 
Dukung

1 Agar kedepannya, dapat didukung dengan 
adanya kertas kerja analisa IKU SMART

Tidak adanya kertas kerja
analisa IKU SMART

Membuat kertas kerja analisa IKU SMART 
yang tercantum dalam Reviu IKU Tahun 2025 
Nomor : 119/KPMU/SK/RA1.3/XI/2025 
Tanggal 13 November 2025

Adanya kertas kerja analisa
IKU SMART pada dokumen
IKU

13/11/2025 Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link A.1

2 Agar dapat dilakukan monev atas SOP sebagai 
bentuk upaya aktifitas yang dilaksanakan 
mendukung kinerja yang ingin dicapai.

Belum dilakukannya
monev atas SOP sebagai
bentuk upaya aktifitas
yang dilaksanakan
mendukung kinerja yang
ingin dicapai

Sudah pernah dilakukan Monev SOP pada 
tahun 2024 untuk mendukung kinerja yang 
ingin dicapai

Monev SOP sebagai bentuk
upaya aktifitas yang
dilaksanakan mendukung
kinerja yang ingin dicapai

Monev SOP telah 
dilaksanakan pada 
tanggal 1 Juli 2024. 

Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link A.2

3 Dalam penyusunan dokumen monitoring
evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan
dengan format pada Surat Sekretaris
Mahkamah Agung No.
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023,
Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP
Mahkamah Agung Tahun 2022.

Belum sesuainya dokumen 
monitoring evaluasi 
Rencana Aksi dengan 
format pada Surat 
Sekretaris Mahkamah 
Agung No. 
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 
tanggal 17 Juli 2023, Hal 
Tindak Lanjut atas Hasil 
Evaluasi AKIP Mahkamah 
Agung Tahun 2022.

Dokumen monitoring dan evaluasi Rencana 
Aksi sudah disesuaikan dengan format pada 
Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 
2023 hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi 
AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022

Monitoring dan Evaluasi 
Rencana Aksi Perjanjian 
Kinerja Tahun 2024 dan 
Triwulan I - Triwulan III Tahun 
2025 sudah sesuai Surat 
Sekretaris Mahkamah Agung 
No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 
tanggal 17 Juli 2023 hal 
Tindak Lanjut atas Hasil 
Evaluasi AKIP Mahkamah 
Agung Tahun 2022

Monitoring dan 
Evaluasi Rencana 

Aksi Perjanjian 
Kinerja Tahun 2024 

pada tanggal 20 
Oktober 2025 dan 

Monitoring dan 
Evaluasi Rencana 

Aksi Perjanjian 
Kinerja Tahun 

Triwulan I - Triwulan 
III Tahun 2025 pada 
tanggal 3 November 

2025

Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link A.3

1 Agar ke depannya, pengumpulan data kinerja
dapat dibuatkan link yang berisi masing-masing
nomor perkara sesuai dengan IKU yang
disajikan dalam pengukuran capaian kinerja dan
seluruh data kinerja dari masing-masing bagian
dapat dihimpun dan dikelola secara elektronik
(misalnya dengan menggunakan excel atau
shared spreadsheet).

Tidak adanya
pengumpulan data kinerja
dapat dibuatkan link yang
berisi masing-masing
nomor perkara sesuai
dengan IKU yang disajikan
dalam pengukuran
capaian kinerja dan
seluruh data kinerja dari
masing-masing bagian
dapat dihimpun dan
dikelola secara elektronik
(misalnya dengan
menggunakan excel atau
shared spreadsheet).

Link excel spreadsheet sudah dibuat untuk 
pengumpulan data kinerja yang berisi masing-
masing nomor perkara sesuai dengan IKU 
yang disajikan dalam pengukuran capaian 
kinerja dan seluruh data kinerja dari masing-
masing bagian dihimpun secara elektronik.

Adanya pengumpulan data
kinerja berupa link yang berisi
masing-masing nomor perkara
sesuai dengan IKU yang
disajikan dalam pengukuran
capaian kinerja dan seluruh
data kinerja dari masing-
masing bagian dapat dihimpun
dan dikelola secara elektronik
(misalnya dengan
menggunakan excel atau
shared spreadsheet).

Telah ada SOP 
Pengumpulan Data 
Kinerja yang efektif 

berlaku sejak 30 
November 2023 
sebagai dasar 
pelaksanaan 

Pengumpulan Data 
Kinerja 

menggunakan link 
spreadsheet

Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link B.1

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER UTAMA

B. Pengukuran Kinerja

A. Perencanaan Kinerja



No Rekomendasi LHE Tahun 2024 Permasalahan Rencana Aksi Tindak Lanjut Target
Waktu 

Pelaksanaan
Penanggung 

Jawab
Status/Progres 
Penyelesaian

Link Bukti 
Dukung

1 Agar ke depannya dapat disusun dokumen
laporan kinerja secara interim/triwulanan sesuai
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) bagian keenam perihal pelaporan
kinerja pasal 18 s.d 19 tercantum bahwa
pimpinan satuan kerja agar menyampaikan
Laporan Kinerja berkala per triwulan (interim)
kepada unit kerja masing-masing. 

Belum adanya
penyusunan dokumen
laporan kinerja secara
interim/triwulanan sesuai
dengan Peraturan
Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP) bagian keenam
perihal pelaporan kinerja
pasal 18 s.d 19 tercantum
bahwa pimpinan satuan
kerja agar menyampaikan
Laporan Kinerja berkala
per triwulan (interim)
kepada unit kerja masing-
masing. 

Dokumen laporan kinerja secara interim
Triwulanan I - Triwulan III Tahun 2025 sudah
disusun sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) bagian keenam perihal
pelaporan kinerja pasal 18 s.d 19 tercantum
bahwa pimpinan satuan kerja agar
menyampaikan Laporan Kinerja berkala per
triwulan (interim) kepada unit kerja masing-
masing. 

Adanya dokumen laporan
kinerja secara
interim/triwulanan sesuai
dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) bagian
keenam perihal pelaporan
kinerja pasal 18 s.d 19
tercantum bahwa pimpinan
satuan kerja agar
menyampaikan Laporan
Kinerja berkala per triwulan
(interim) kepada unit kerja
masing-masing. 

07/11/2025 Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link C.1

2 Agar dokumen LkjIP dilakukan reviu dengan 
memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 
17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil 
Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

Dokumen LkjIP dilakukan 
reviu belum sesuai dengan 
memperhatikan Surat 
Sekretaris Mahkamah 
Agung No. 
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 
tanggal 17 Juli 2023, Hal 
Tindak Lanjut atas Hasil 
Evaluasi AKIP Mahkamah 
Agung Tahun 2022.

Dokumen LKjIP dilakukan reviu sesuai 
dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung 
No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 
2023 diantaranya yaitu :
1. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 
yang terdapat pada halaman II dan III.
2. Pernyataan telah direviu terdapat pada 
dokumen Reviu LKjIP 2024. 

Dokumen LkjIP dilakukan 
reviu sudah sesuai dengan 
Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung No. 
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 
tanggal 17 Juli 2023, Hal 
Tindak Lanjut atas Hasil 
Evaluasi AKIP Mahkamah 
Agung Tahun 2022.

03/11/2025 Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link C.2

1 Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi
akuntabilitas penyusunannya memperhatikan
Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023,
Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP
Mahkamah Agung Tahun 2022.

Dokumen tindak lanjut
hasil evaluasi akuntabilitas
penyusunannya belum
memperhatikan Surat
Sekretaris Mahkamah
Agung No.
1282/SEK/OT.01.1/7/2023 
tanggal 17 Juli 2023, Hal
Tindak Lanjut atas Hasil
Evaluasi AKIP Mahkamah
Agung Tahun 2022.

Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi
akuntabilitas penyusunannya telah
memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah
Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal
17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil
Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022
yang terdapat pada dokumen sebagai berikut
:
1. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi
Perjanjian Kinerja Triwulan I - Triwulan III
Tahun 2025.
3. Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 
yang terdapat pada halaman II dan III.
4. Pernyataan telah direviu terdapat pada
dokumen Reviu LKjIP 2024. 
5. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024.

Dokumen tindak lanjut hasil
evaluasi akuntabilitas
penyusunannya sudah
memperhatikan Surat
Sekretaris Mahkamah Agung
No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023
tanggal 17 Juli 2023, Hal
Tindak Lanjut atas Hasil
Evaluasi AKIP Mahkamah
Agung Tahun 2022.

03/11/2025 Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link D.1

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

C. Pelaporan Kinerja



No Rekomendasi LHE Tahun 2024 Permasalahan Rencana Aksi Tindak Lanjut Target
Waktu 

Pelaksanaan
Penanggung 

Jawab
Status/Progres 
Penyelesaian

Link Bukti 
Dukung

2 Agar unit kerja dapat memberikan narasi
penjelas atau matriks pembantu tentang
pembandingan kondisi peningkatan AKIP yang
terjadi terhadap masing-masing
kenaikan/penurunan nilai masing-masing
komponen.

Tidak adanya  narasi 
penjelas atau matriks 
pembantu tentang 
pembandingan kondisi 
peningkatan AKIP yang 
terjadi terhadap masing-
masing 
kenaikan/penurunan nilai 
masing-masing komponen.

Narasi penjelas atau matriks pembantu 
tentang pembandingan kondisi peningkatan 
AKIP yang terjadi terhadap masing-masing 
kenaikan/penurunan nilai masing-masing 
komponen terdapat pada ringkasan eksekutif  
Reviu LKjIP 2024 Halaman XIV - XVI.

Adanya narasi penjelas atau 
matriks pembantu tentang 
pembandingan kondisi 
peningkatan AKIP yang terjadi 
terhadap masing-masing 
kenaikan/penurunan nilai 
masing-masing komponen.

03/11/2025 Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link D.2

3 Agar unit kerja dapat memberikan narasi 
penjelas atau matriks pembantu tentang 
pembandingan capaian IKU yang terkait  
terhadap masing-masing  kenaikan/penurunan 
nilai masing-masing komponen. 

Tidak adanya narasi 
penjelas atau matriks 
pembantu tentang 
pembandingan capaian 
IKU yang terkait  terhadap 
masing-masing  
kenaikan/penurunan nilai 
masing-masing komponen. 

Narasi penjelas tetang pembandingan 
capaian IKU yang terkait terhadap masing-
masing kenaikan/penurunan nilai masing-
masing komponen terdapat pada ringkasan 
eksekutif  Reviu LKjIP 2024 Halaman XII - 
XIII.

adanya narasi penjelas tetang 
pembandingan capaian IKU 
yang terkait terhadap masing-
masing kenaikan/penurunan 
nilai masing-masing 
komponen. 

03/11/2025 Kadilmiltama Telah ditindaklanjuti Link D.3

Jakarta, 22 Desember 2025
Kepala Pengadilan Militer Utama,

Ismu Edy Aryanto
Laksamana Muda TNI



 

 

  

      

PERENCANAAN KINERJA 
A.1 

TINDAK LANJUT 



REVIU
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENGADILAN MILITER UTAMA

2025

JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR

021-29832987

admin@dilmiltama.go.id

www.dilmiltama.go.id
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ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

YANG MEMENUHI KRITERIA SMART 

 
Dalam rangka untuk memenuhi data dukung LKE ZI, khususnya Faktor Pengungkit pada 
Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bersama ini disampaikan analisa IKU terhadap 
pemenuhan kriteria SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time 
Bound yang diimplementasikan oleh Pengadilan Militer Utama sebagaimana laporan 
analisa berikut ini: 

 

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui 
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris 
Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 
(IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di 
Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang dilaksanakan di Pengadilan Militer Utama 
adalah sebagai berikut: 

 

No 
Sasaran 
Kinerja 

IKU Penjelasan 

1. 

Terwujudnya 
peradilan 

yang efektif 
transparan, 
akuntabel, 

responsif dan 
modern 

Persentase 
penyelesaian 

perkara secara 
tepat waktu 

 Jumlah perkara yang diselesaikan 
                tepat waktu 
 Jumlah perkara yang diselesaikan 

Persentase 
pengiriman 

salinan putusan 
tepat waktu oleh 

pengadilan 
tingkat banding 

kepada 
pengadilan 

pengaju 

    Jumlah salinan putusan yang 
           dikirim tepat waktu 
     Jumlah putusan yang dikirim 

Persentase 
putusan 

pengadilan yang 
diunggah pada 

direktori putusan 

   Jumlah putusan yang diunggah 
         pada direktori putusan 
     Jumlah putusan yang telah 
               diminutasi 

2. 

 
Meningkatnya 

Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 

Publik 

Indeks kepuasan 
pengguna 
layanan 

pengadilan 
berdasarkan 

standar layanan 
yang ditetapkan 

Index kepuasan pengguna layanan 
pengadilan 

 

3. 

Terwujudnya 
Manajemen 

Peradilan yang 
Transparan 

dan 
Profesional 

Indeks 
Profesionalitas 
Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) 
Satuan Kerja 
Pengadilan 

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 
Negara (IP ASN) terdiri dari: 

1. Kompetensi (40%) 
2. Kinerja (30%) 
3. Kualifikasi (25%) 
4. Disiplin (5%) 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



 

 

Nilai Indikator 
Kinerja 

Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja 
Pengadilan 

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri 
dari: 

a. Revisi DIPA (10%)  
b. Penyerapan Anggaran (20%) 
c. Penyelesaian Tagihan (10%) 
d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan 

nilai IKPA)  
e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)  
f. Belanja Kontraktual (10%)  
g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 
h. Capaian Output (25%) 

Nilai Kinerja 
Perencanaan 

Anggaran  

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:  
a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri 

dari:  
 Capaian Indikator Sasaran Strategis 

K/L (25%) 
 Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I 

(25%) 
 Agregasi Capaian RO Satker (30%)  

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai 
efisiensi satker  

Indeks 
Pengelolaan 
Aset (IPA) 

Satuan Kerja 
Pengadilan 

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator 
kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola 
barang milik negara. Nilai Indeks 
Pengelolaan Aset merupakan pengukuran 
kinerja tahun berjalan. 

 

 

B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART 

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui 
indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk 
memenuhi kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound 
(SMART), yaitu: 

1. Specific (Jelas) 

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah 
dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja 
dari kegiatan dan atau sasaran. 

Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau 
capaian kinerja (tidak berdwimakna/ bermakna ganda). 

2. Measurable 

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk menentukan kapan dapat 
dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan 
deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai 
suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan 
angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih 
disukai. 

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif 



 

 

dapat mendukung angka dan persentase dengan informasi yang dimiliki yang akan 
menghidupkan hasil program. 

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan 
indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat 
dikuatifikasi akan lebih mudah untuk mengumpulkan data, menghitung capaian 
indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya. 

3. Achievable 

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil 
untuk dicapai dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator 
kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, 
apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak, dan 
tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. 

4. Relevant 

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang 
akan diukur. lndikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih 
tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur. 

5. Time Bound 

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang 
dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu. 



 

 

Analisa IKU terhadap Kriteria SMART Lampiran Keputusan  
  Kepala Pengadilan Militer Utama 
 Nomor : 119/KPMU/SK/RA1.3/XI/2025 
  Tanggal 13 November 2025   
          

Sasaran 
Kinerja 

IKU Penjelasan 

Analisa 

Specific Measurable Achievable Relevant Time Bound 

 
Terwujudnya 
peradilan 
yang efektif 
transparan, 
akuntabel, 
responsif dan 
modern 

 
Persentase 
penyelesaian 
perkara 
secara tepat 
waktu 

 
 
       Jumlah perkara yang 
    diselesaikan tepat waktu 
 
       Jumlah perkara yang 
            diselesaikan 

SK Ketua Mahkamah 
Agung No. 26 Tahun 
2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan, 
yang mengatur tentang 
jangka waktu 
penyelesaian perkara 
di pengadilan sehingga 
wajib bagi setiap 
pengadilan untuk 
mematuhi standar 
jangka waktu 
penyelesaian perkara, 
sesuai dengan 
tingkatan pengadilan 
Untuk Pengadilan 
Militer Utama sebagai 
pengadilan tingkat 
Banding, jangka waktu 
penanganan perkara 
diatur paling lama 3 
bulan sejak perkara 
diterima. Oleh karena 
itu, indikator ini disebut 
spesifik karena diatur 
khusus untuk output di 
pengadilan tingkat 
banding. 

Karena indikator ini 
menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif dengan 
sumber data yang 
tersedia pada 
aplikasi Case 
Manajemen Sistem 
(Sistem Informasi 
Penelusuran 
Perkara/ SIPP) 

Target persentase ini 
(100%) didasarkan 
pada sumber daya 
yang tersedia, beban 
kerja historis, dan 
regulasi yang ada. 
Target ini realistis 
untuk dicapai dengan 
manajemen proses 
yang efektif dan 
sumber daya yang 
memadai. 

Penyelesaian 
perkara secara 
tepat waktu 
merupakan 
bagian dari 
usaha untuk 
mewujudkan 
kepastian 
hukum pada 
masyarakat  
khususnya 
para pihak, 
sebagaimana 
diatur oleh SE 
MA No. 2 tahun 
2014 tentang 
standar 
pelayanan dan 
merupakan 
rumusan 
indikator yang 
diturunkan 

Berdasarkan  
SOP 
penyelesaian  
perkara dan  
sistem di  
SIPP, capaian  
hasil kinerja  
IKU ini bisa  
dicapai per 3  
bulan untuk di 
pengadilan 
tingkat banding, 
5 bulan di 
pengadilan 
tingkat pertama 
dan 240 hari 
untuk di 
Mahkamah 
Agung, 
sebagaimana 
ketentuan.  
  
 

x 100% 
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Persentase 
pengiriman 
salinan 
putusan 
tepat waktu 
oleh 
pengadilan 
tingkat 
banding 
kepada 
pengadilan 
pengaju 

 
 
 
  Jumlah salinan putusan yang 
dikirimkan ke pengadilan pengaju 
              tepat waktu 
 
   Jumlah Perkara yang Diputus 

Dalam Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan 
Militer, dalam pasal 230 
disebutkan batas waktu 
Penyampaian / 
pengiriman Salinan dan 
penyampaian Salinan 
putusan dan petikan 
putusan ke Pengadilan 
pengaju. Oleh karena 
itu, indikator ini disebut 
spesifik karena diatur 
khusus untuk output di 
pengadilan. 

Karena indikator ini 
menggunakan 
pendekatan 
Kuantitatif dengan 
sumber data yang 
Tersedia pada 
Aplikasi Case 
Manajemen Sistem 
(Sistem Informasi 
Kewajiban Jumlah 
Penelusuran 
Perkara/ 
SIPP/eCourt/eBerpa
du). 

 
  
 

Indikator ini 
merupakan 
representasi atas 
kinerja 
penyampaian salinan 
putusan yang 
dianggap 
memiliki kekuatan 
hukum 
sebagai dasar ingkrah 
atau eksekusi 
putusan dan rawan 
berpotensi adanya 
pemanfaatan oleh 
calo perkara. Namun 
karena bisa 
dikendalikan oleh 
internal organisasi 
dan dibantu by 
system 
monev/pelacakan, 
resiko tersebut bisa 
dikendalikan. 

 
 
 

Dengan 
diterimanya 
Salinan 
putusan secara 
tepat waktu, 
akan 
meningkatkan 
efektifitas 
pengelolaan 
manajemen 
perkara dan 
meningkatkan 
manfaat buat 
penerima 
layanan/para 
pihak 

Penyampaian 
Salinan 
putusan 
ke Pengadilan 
Pengaju telah 
diatur batas 
waktunya, yaitu 
7 hari kerja 
sejak putusan 
diucapkan. 
Sehingga jika 
pengiriman 
dilakukan 
melebihi dari 
batas waktu 
tersebut, dapat 
mengurangi 
capaian kinerja 
pengadilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 100% 



 

 

x 100% 
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Persentase 
putusan 
pengadilan 
yang 
diunggah 
pada 
direktori 
putusan 

 
 
 Jumlah putusan yang diunggah 
       pada direktori putusan 

   Jumlah putusan yang telah 
              diminutasi 

Indikator ini sudah 
cukup spesifik karena 
fokus pada aktivitas 
yang jelas, yaitu 
pengunggahan putusan 
pengadilan ke direktori 
putusan yang dikelola 
oleh Mahkamah Agung. 
Tujuan dari adanya 
indikator ini pun jelas, 
yaitu meningkatkan 
keterbukaan informasi 
publik dan akuntabilitas 
lembaga peradilan 
dengan memastikan 
putusan dapat diakses 
secara daring oleh 
masyarakat. 

Pengukuran 
indikator ini dapat 
dilakukan dengan 
jelas dan objektif 
berdasarkan data 
yang tersedia di 
sistem informasi 
pengadilan.  Data 
putusan dapat 
diambil dari Sistem 
Informasi 
Penelusuran Perkara 
(SIPP) Dilmiltama, 
yang kemudian 
diunggah ke Direktori 
Putusan. 

Target pengunggahan 
putusan dinilai dapat 
dicapai, karena 
ketersediaan sistem 
dan infrastruktur 
teknologi informasi di 
DIlmiltama yang 
memadai serta 
keterampilan dan 
manajemen waktu 
bagi petugas 
kepaniteraan dalam 
mengunggah putusan 

Indikator ini 
sangat relevan 
dengan tujuan 
strategis dan 
misi Dilmiltama 
sebagai 
lembaga 
peradilan, yaitu 
mewujudkan 
peradilan yang 
modern, 
akuntabel, dan 
transparan. 
Penyediaan 
putusan pada 
direktori juga 
meningkatkan 
transparansi 
dan 
kepercayaan 
publik 
terhadap 
proses 
peradilan. 

Capaian 
indikator dapat 
diukur dalam 
periode waktu 
bulanan, 
triwulan, 
semester dan 
tahunan. Batas 
waktu 
pengiriman 
salinan putusan 
ke pengadilan 
pengaju atau 
pengunggahan 
secara 
elektronik juga 
diatur dalam 
SEMA No 1 
tahun 2011 
yaitu paling 
lambat 14 
(empat belas) 
hari kerja sejak 
putusan 
diucapkan 
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Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan dan 
Kepercayaan 
Publik 

 
 
Indeks 
kepuasan 
pengguna 
layanan 
pengadilan 
berdasarkan 
standar 
layanan yang 
ditetapkan 

 
 

Indeks kepuasan pengguna 
layanan pengadilan 

 

Indeks kepuasan 
masyarakat adalah data 
dan informasi tentang 
tingkat kepuasan 
masyarakat/ 
stakeholder yang 
diperoleh dari hasil 
pengukuran atas 
pendapat  
masyarakat dalam  
menerima layanan dari 
aparatur 
penyelenggara, 
membandingkan antara 
harapan dan 
kebutuhannya. 
Keputusan Menteri 
PAN dan RB No.14 
tahun 2017 
tentang Pedoman Unit 
Palayanan Instansi 
Pemerintah, 
mewajibkan dan 
mengatur cara 
pengukuran kepuasan 
layanan publik. Karena 
pengadilan adalah unit 
penyelenggara layanan 
publik, maka indikator 
ini memenuhi kriteria 
spesifik. 

Karena indikator ini 
Menggunakan 
pendekatan 
kuantitatif melalui 
Aplikasi eSurvey 
Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan 
Militer dan TUN yang 
bisa diakses oleh 
masyarakat melalui 
website pengadilan 
dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu,  
maka indikator ini 
dapat diukur dengan 
menentukan periode 
waktu yang dapat 
dicapai.  

Indikator ini 
diwajibkan baik dalam 
penilaian kinerja oleh 
unit organisasi 
maupun oleh Menteri 
PAN RB sebagai 
sarana untuk 
mengidentifikasi 
sejauh mana dampak 
reformasi birokrasi 
pada 
masyarakat/penikmat 
layanan publik. 
Kepuasan pengguna 
layanan pengadilan 
merupakan tantangan 
bagi organisasi yang 
dapat dicapai dan 
dalam kendali 
organisasi  

   
   
 
 
. 

Tingkat 
kepuasan 
layanan 
peradilan 
menjadi 
jawaban atas 
terwujudnya 
kepastian 
hukum yang 
terkonfirmasi 
ke penerima 
layanan. Selain 
atas substansi 
hukum juga 
automatisasi 
bisnis proses 
untuk 
membantu 
mengelola 
lamanya waktu 
layanan dan 
keperluan 
manajemen 
lainnya 

 
 

Pelaksanaan 
survei dan 
pengukuran 
indeks ini 
bersifat periodik 
setiap Triwulan 
atau 3 (tiga) 
bulan, sehingga 
dapat dipantau 
perkembangann
ya dari waktu ke 
waktu. 
Pengukuran ini 
dilakukan 
melalui survei 
responden 
penerima 
layanan di 
Pengadilan 
Militer Utama 
yang tujuannya 
adalah untuk 
mendapatkan 
gambaran 
objektif 
mengenai mutu 
pelayanan publik 
di Dilmiltama.  
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Terwujudnya 
Manajemen 
Peradilan 
yang 
Transparan 
dan 
Profesional 

 
Indeks 
Profesionalit- 
as Aparatur 
Sipil Negara 
(IP ASN) 
Satuan Kerja 
Pengadilan 

 

Nilai Indeks Profesionalitas 
Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 
terdiri dari: 

1. Kompetensi (40%) 
2. Kinerja (30%) 
3. Kualifikasi (25%) 
4. Disiplin (5%) 

Tujuan yang spesifik 
yaitu meningkatkan 
kualitas ASN di 
lingkungan Dilmiltama 
dengan fokus pada 
empat dimensi utama: 
kualifikasi, kompetensi, 
kinerja, dan disiplin. 
Pengukuran IP ASN 
dilakukan di tingkat 
satuan kerja, 
memungkinkan 
identifikasi kekuatan 
dan kelemahan di 
masing-masing unit 
kerja / sub bagian. 

Nilai IP ASN dihitung 
berdasarkan 
instrumen yang telah 
ditetapkan oleh 
Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) dan 
Peraturan Menteri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
(PermenPANRB). 
Data bersumber dari 
Sistem Informasi 
Kepegawaian 
(SIKEP) Mahkamah 
Agung, yang 
terintegrasi dengan 
sistem BKN. Hasil 
pengukuran 
menghasilkan nilai 
statistik yang dapat 
dianalisis. 

Peningkatan IP ASN 
berada dalam kendali 
satuan kerja 
pengadilan melalui 
berbagai program dan 
kebijakan seperti 
mengirim ASN untuk 
mengikuti pelatihan 
teknis dan fungsional. 
menerapkan sistem 
manajemen kinerja 
yang efektif, 
menegakkan aturan 
kedisiplinan dan 
presensi secara ketat, 
sehingga membuat 
target IP ASN menjadi 
realistis dan dapat 
diupayakan oleh 
Dilmiltama. 

Peningkatan IP 
ASN sangat 
relevan dengan 
visi Dilmiltama 
untuk 
mewujudkan 
peradilan yang 
agung dan 
modern, yang 
membutuhkan 
SDM unggul. IP 
ASN secara 
langsung 
berhubungan 
dengan kualitas 
pelayanan 
publik di 
Dilmiltama. 
Peningkatan 
profesionalitas 
ASN akan 
berdampak 
positif pada 
efisiensi, 
integritas, dan 
kredibilitas 
Dilmiltama. 

Pengukuran IP 
ASN dilakukan 
secara berkala, 
yaitu tahunan, 
sesuai dengan 
kebijakan BKN 
dan 
Kementerian 
PANRB. Hasil 
IP ASN 
dievaluasi 
setiap tahun 
sebagai bagian 
dari Laporan 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(LKjIP), yang 
memungkinkan 
Dilmiltama 
mengukur 
progres dari 
tahun ke tahun. 

 
 
 
 
 
  



 

 

Sasaran 
Kinerja 

IKU Penjelasan 
Analisa 

Specific Measurable Achievable Relevant Time Bound 

  
Nilai 
Indikator 
Kinerja 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(IKPA) 
Satuan Kerja 
Pengadilan 

 
Nilai Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran terdiri dari: 
a. Revisi DIPA (10%)  
b. Penyerapan Anggaran (20%) 
c. Penyelesaian Tagihan (10%) 
d. Dispensasi SPM (menjadi 

pengurangan nilai IKPA)  
e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)  
f. Belanja Kontraktual (10%)  
g. Pengelolaan UP dan TUP 

(10%) 

h. Capaian Output (25%) 

Indikator ini sangat 
spesifik karena merujuk 
pada standar yang 
ditetapkan secara 
nasional oleh 
Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), dengan 
tujuan mengukur dan 
meningkatkan kualitas 
pelaksanaan anggaran 
belanja negara oleh 
setiap satuan kerja 
pengadilan, tak 
terkecuali Dilmiltama. 
Terdapat 8 komponen 
yang menjadi fokus 
penilaian, dan setiap 
komponen memiliki 
bobot nilai tertentu yang 
menjadi panduan jelas 
bagi satuan kerja. 

Nilai IKPA 
merupakan indikator 
yang sangat terukur 
dan berbasis data 
karena nilai IKPA 
dihitung berdasarkan 
formula yang telah 
ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan 
Kemenkeu. Nilai ini 
mencerminkan 
kinerja dari setiap 
indikator yang ada. 
Data diukur secara 
objektif melalui 
sistem yang 
terintegrasi, 
yaitu Online 
Monitoring (OM) 
SPAN, yang 
memantau 
pelaksanaan 
anggaran setiap 
saat. 

Target peningkatan 
nilai IKPA dapat 
dicapai melalui 
perbaikan 
berkelanjutan dalam 
manajemen 
keuangan. Dilmiltama 
dapat meningkatkan 
nilai IKPA dengan 
fokus pada perbaikan 
komponen-komponen 
yang nilainya masih 
kurang, seperti 
meningkatkan 
penyerapan anggaran 
secara proporsional 
setiap triwulan, 
mengurangi frekuensi 
revisi DIPA, dan 
melakukan 
rekonsiliasi data 
secara rutin. 

Nilai IKPA 
sangat relevan 
dengan tujuan 
strategis 
Dilmiltama dan 
visi reformasi 
birokrasi. IKPA 
menjadi 
cerminan 
akuntabilitas 
Dilmiltama 
dalam 
mengelola 
anggaran 
negara secara 
efektif dan 
efisien karena 
pelaksanaan 
anggaran yang 
baik akan 
memastikan 
kelancaran 
operasional 
Dilmiltama dan 
pemenuhan 
program kerja, 
yang pada 
akhirnya 
menunjang 
pelayanan 
publik yang 
prima. 

Pengukuran 
nilai IKPA 
dilakukan 
dalam periode 
waktu yang 
jelas dan 
terstruktur, yaitu 
bulanan 
sehingga 
memungkinkan 
evaluasi kinerja 
secara berkala 
meskipun target 
penyerapan 
anggaran 
ditetapkan 
secara 
triwulanan dan 
dievaluasi 
sesuai jadwal 
yang 
ditentukan. 
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Nilai Kinerja 
Perencanaan 
Anggaran 

 

Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran:  
a. Efektifitas dengan nilai 75% 

yang terdiri dari:  
 Capaian Indikator Sasaran 

Strategis K/L (25%) 
 Agregasi Capaian IKP Unit 

Eselon I (25%) 
 Agregasi Capaian RO 

Satker (30%)  
b. Efisiensi 25% yaitu agregasi 

nilai efisiensi satker 

Indikator ini spesifik 
karena tidak hanya 
mengukur pelaksanaan 
anggaran namun juga 
mengukur kualitas 
proses penyusunan 
rencana anggaran. 
NKPA memastikan 
bahwa anggaran 
disusun secara realistis, 
efektif, dan efisien, 
serta sesuai dengan 
rencana strategis 
organisasi. Penilaian 
NKPA mencakup 
beberapa komponen 
kunci dalam 
perencanaan anggaran 
sehingga indikator ini 
memiliki fokus yang 
terinci. 

Nilai Kinerja 
Perencanaan 
Anggaran (NKPA) 
adalah indikator 
yang dapat diukur 
secara kuantitatif 
berdasarkan kriteria 
dan formula yang 
jelas. Nilai dihitung 
berdasarkan kriteria 
yang ditetapkan oleh 
Kementerian 
Keuangan 
(Kemenkeu) melalui 
sistem yang 
terintegrasi, seperti 
aplikasi Monev 
Kemenkeu. Data 
yang digunakan 
bersumber dari 
dokumen-dokumen 
perencanaan 
anggaran, seperti 
Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA), 
serta sistem 
informasi anggaran 
yang digunakan 
(SAKTI). 

Peningkatan nilai 
kinerja perencanaan 
anggaran dapat 
dicapai dengan 
perbaikan sistem dan 
prosedur 
perencanaan. 
Dilmiltama harus 
meningkatkan 
koordinasi antar-unit 
untuk memastikan 
usulan anggaran 
sejalan dengan 
kebutuhan dan target 
strategis. 
Penggunaan sistem 
aplikasi SAKTI dan 
Monev Kemenkeu  
yang optimal dapat 
mengurangi 
kesalahan dan 
mempermudah 
proses perencanaan. 
Adanya pedoman 
teknis dari Kemenkeu 
dapat memberikan 
arahan yang jelas bagi 
Dilmiltama untuk 
mencapai target nilai 
Kinerja Perencanaan 
Anggaran. 

Indikator ini 
sangat relevan 
dengan tujuan 
pengelolaan 
keuangan 
negara yang 
efektif dan 
efisien. 
Anggaran yang 
direncanakan 
dengan baik 
mencerminkan 
akuntabilitas 
satuan kerja 
dalam 
mengelola 
sumber daya 
yang ada. 
Perencanaan 
anggaran yang 
matang 
memastikan 
bahwa uang 
yang 
dibelanjakan 
untuk kegiatan 
yang benar-
benar 
mendukung 
pencapaian 
tujuan dan 
sasaran 
strategis 
organisasi. 

Penilaian 
kinerja 
perencanaan 
anggaran 
terikat pada 
siklus tahunan 
perencanaan 
dan 
penganggaran. 
Penilaian 
dilakukan 
sesuai dengan 
tahapan 
penyusunan 
anggaran setiap 
tahunnya, yang 
berakhir 
dengan 
penetapan 
DIPA. Hasil 
penilaian 
menjadi bagian 
dari evaluasi 
kinerja tahunan, 
yang 
mendorong 
Dilmiltama 
untuk terus 
meningkatkan 
kualitas 
perencanaan 
dari tahun ke 
tahun.  
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Indeks 
Pengelolaan 
Aset (IPA) 
Satuan Kerja 
Pengadilan 

 
Indeks Pengelolaan Aset adalah 
indikator kinerja untuk mengukur 
kualitas tata kelola barang milik 
negara. Nilai Indeks Pengelolaan 
Aset merupakan pengukuran 
kinerja tahun berjalan. 

IPA mengukur 
beberapa aspek 
spesifik dalam 
pengelolaan aset, 
seperti Perencanaan 
dan penganggaran, 
Penatausahaan, 
Penggunaan dan 
pemanfaatan, 
Pengamanan dan 
pemeliharaan, 
Pengendalian dan 
pengawasan, hingga 
Penghapusan aset 
secara akuntabel, 
transparan, dan efisien. 
Tujuannya 
meningkatkan kualitas 
pengelolaan aset 
Barang Milik Negara 
(BMN) yang berada di 
bawah penguasaan 
satuan kerja 
Pengadilan Militer 
Utama. 

IPA merupakan 
indikator yang 
sangat terukur 
dengan metode dan 
kriteria yang jelas, 
ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara 
(DJKN) Kementerian 
Keuangan. Nilai IPA 
dihitung berdasarkan 
parameter-
parameter yang 
telah ditentukan, 
dengan konversi ke 
dalam indeks skala 
tertentu (misalnya, 1-
4). Penilaian IPA 
didasarkan pada 
bobot nilai untuk 
setiap parameter, 
yang dapat 
disesuaikan setiap 
tahun sesuai fokus 
pemerintah. 

Kemenkeu dan 
Mahkamah Agung 
menyediakan 
panduan teknis dan 
sistem informasi yang 
mendukung, seperti 
aplikasi SIMAN, yang 
memudahkan 
Dilmiltama dalam 
mengelola aset. 
Dilmiltama dapat 
meningkatkan nilai 
IPA melalui perbaikan 
sistematis dan 
berkelanjutan dengan 
memperbaiki proses 
penatausahaan, 
mengoptimalkan 
pemanfaatan aset, 
dan meningkatkan 
kepatuhan pelaporan. 

IPA sangat 
relevan dengan 
tujuan strategis 
Dilmiltama 
dalam 
mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 
(good 
governance). 
Aset yang 
terkelola 
dengan baik 
akan 
mendukung 
kelancaran 
operasional 
Dilmiltama 
dalam 
memberikan 
pelayanan 
publik. 

Pengukuran 
dan evaluasi 
IPA dilakukan 
dalam periode 
waktu yang 
jelas dan 
teratur, yaitu 
secara periodik 
tahunan dimana 
Dilmiltama 
wajib 
menyampaikan 
laporan 
pengelolaan 
aset secara 
rutin, yang 
menjadi dasar 
penilaian 
IPA.  Hasil IPA 
dievaluasi 
setiap tahun 
dan menjadi 
bahan 
pertimbangan 
untuk perbaikan 
berkelanjutan di 
masa 
mendatang. 
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